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ABSTRACT 

The development of Integrity Zones is one of the bureaucratic reform strategies 

aimed at creating clean, accountable, and corruption-free governance. However, 

several government institutions still face challenges in achieving the Corruption-

Free Area designation. This study aimed to analyze the implementation of Integrity 

Zone development toward a Corruption-Free Area at the Kediri Regency Land 

Office and to identify the supporting and inhibiting factors based on George C. 

Edward III’s policy implementation theory. A descriptive qualitative approach was 

employed. Data were collected through interviews with key informants involved in 

the Integrity Zone program and through document analysis related to its 

implementation. Data were analyzed using an interactive model consisting of data 

collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data 

validity was ensured through source and technique triangulation. The results 

indicate that the Integrity Zone program has been implemented through six areas 

of change, namely change management, business process arrangement, human 

resource management arrangement, accountability strengthening, supervision 

strengthening, and public service quality improvement. The implementation is 

supported by effective communication, strong commitment from leaders and 

employees, the utilization of information technology, and a clear bureaucratic 

structure. Nevertheless, several obstacles remain, including limited facilities and 

infrastructure, employee transfers, system application disruptions, and suboptimal 

coordination among working groups. The study concludes that the implementation 

of the Integrity Zone has been carried out effectively and demonstrates 

organizational readiness to achieve the Corruption-Free Area designation. 

Keywords: Integrity Zone, Corruption-Free Area, Bureaucratic Reform, Policy 

Implementation, Public Service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu unit kerja yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai 

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas adalah Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kediri. Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik di 

bidang pertanahan, Kantor Pertanahan memiliki posisi yang penting karena 

secara langsung melayani masyarakat melalui berbagai jenis layanan, seperti 

pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, serta penerbitan sertipikat. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan layanan pertanahan perlu dilaksanakan secara 

transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada integritas agar dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

Pemilihan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai lokasi 

penelitian didasarkan pada fakta bahwa instansi tersebut telah melaksanakan 

pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2021. Namun demikian, meskipun 

program pembangunan Zona Integritas telah berjalan selama beberapa tahun, 

hingga saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri masih belum memperoleh 

predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas masih menghadapi berbagai 

tantangan sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi implementasinya. Hasil kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi empiris bagi penguatan reformasi birokrasi serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan. 

Namun pelaksanaannya, pembangunan Zona Integritas menuju WBK 

di tingkat daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa kendala 

yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang 

kompeten, lemahnya pengawasan internal, rendahnya pemahaman pegawai 

terhadap indikator penilaian Zona Integritas, serta belum optimalnya 

internalisasi nilai-nilai integritas di lingkungan kerja. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang turut mendukung program ini. 

Berdasarkan dari hasil rapat kerja nasional (Rakernas), tercatat 75 Kantor 
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Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia berhasil meraih predikat Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dari total 514 Kantah yang ada dan 14 Kantor 

Pertanahan (Kantah) di Jawa Timur yang berhasil mendapatkan predikat 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari total 38 Kantor pertanahan di Jawa 

Timur (Kementrian ATR/BPN, 2025).Capaian ini menunjukkan adanya 

komitmen nyata dalam membangun birokrasi yang berintegritas. Namun 

demikian, masih terdapat sebagian besar Kantor Pertanahan yang belum 

mencapai predikat tersebut, yang menandakan bahwa proses pembangunan 

Zona Integritas belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi berbagai 

kendala dalam implementasinya. 

Sasaran Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan seharusnya menjadi 

tugas utama untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di kementerian 

sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas Pelayanan Publik 

dalam sektor agraria, pertanahan dan pengaturan tata ruang merupakan suatu 

kewajiban yang esensial untuk dijalankan (Rahmat dkk., 2022). 

Langkah strategis untuk mempercepat reformasi birokrasi, pemerintah 

melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM). Program ini menjadi bagian penting dalam upaya menanamkan 

budaya integritas, profesionalitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik 

di lingkungan instansi pemerintah. 

Pembangunan Zona Integritas (Zona Integritas) bertujuan untuk 

menciptakan unit kerja yang memiliki sistem dan budaya kerja yang mampu 

menekan peluang terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Implementasi Zona Integritas dilakukan melalui enam area perubahan, yaitu 

manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen 

sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, 

serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Kemenpan RB, Tahun 2021). 

Dengan demikian, Zona Integritas tidak hanya berfungsi sebagai simbol 
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komitmen moral, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang memastikan 

tercapainya efektivitas dan transparansi dalam pelayanan publik. 

Tantangan pemberantasan korupsi menjadi semakin kompleks ketika 

dikaitkan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang secara langsung 

mempertemukan aparatur pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna 

layanan. Berbagai kajian, termasuk yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa pelayanan publik masih 

memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap praktik maladministrasi, 

pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh 

lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya tingkat transparansi dalam 

prosedur pelayanan, serta budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya 

berorientasi pada kepentingan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

(Hariman Satria, 2023). 

Permasalahan korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan 

fundamental yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik 

korupsi tidak hanya berdampak pada aspek moral dan etika penyelenggara 

negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 

menghambat efektivitas pembangunan, serta menggerus kualitas pelayanan 

publik. Berdasarkan laporan (Transparency International Indonesia, 2025), 

yang dipublikasikan melalui Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks 

Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025, Indonesia memperoleh skor 34 dari skala 

0–100 dan menempati peringkat ke-115 dari 180 negara yang disurvei. Dalam 

pengukuran tersebut, skor 0 menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sangat 

tinggi, sedangkan skor 100 menunjukkan kondisi yang sangat bersih dari 

korupsi. Dengan demikian, skor 34 yang diperoleh Indonesia menunjukkan 

bahwa tingkat persepsi korupsi di sektor publik masih relatif tinggi dan masih 

berada di bawah rata-rata negara-negara yang memiliki tata kelola 

pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi masih perlu diperkuat melalui 

reformasi birokrasi yang lebih mendalam, sistem pengawasan yang efektif, 
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serta penguatan integritas aparatur pemerintah guna mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

Berbagai kendala terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 

sebagaimana tercantum diatas menunjukkan terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ardenovki dkk. (2024)mengenai implementasi 

pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Arga Makmur 

menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan 

pedoman Permenpan RB karena masih terdapat keterbatasan dalam tindak 

lanjut hasil penilaian internal. Penelitian Ni dkk. (2024) di Kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Denpasar juga menunjukkan bahwa strategi pengawasan dan 

pembinaan pegawai perlu diperkuat agar predikat WBK dapat dipertahankan 

secara berkelanjutan. Sementara itu, penelitian Dev Sasti Wilujeng (2020) di 

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menemukan bahwa pelaksanaan 

Zona Integritas masih menghadapi kendala sinkronisasi antara upaya 

pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Adapun Wanisa & 

Salomo (2023) melalui penelitian di instansi pemerintah pusat menyimpulkan 

bahwa penerapan Zona Integritas sudah berjalan cukup baik, tetapi 

implementasinya di tingkat unit kerja daerah masih belum konsisten. 

Telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

kajian mengenai pembangunan Zona Integritas telah banyak dilakukan pada 

instansi peradilan, kesehatan, dan keimigrasian. Namun demikian, penelitian 

yang secara khusus menelaah implementasi Zona Integritas di instansi 

pertanahan masih relatif terbatas. Padahal, sektor pertanahan memiliki 

karakteristik pelayanan publik yang unik karena melibatkan banyak pemangku 

kepentingan, prosedur teknis yang kompleks, serta risiko penyimpangan yang 

cukup tinggi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk 

memahami bagaimana proses implementasi pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dijalankan, serta faktor-

faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat keberhasilannya. 

Keterbatasan penelitian terdahulu yang belum banyak menyoroti 

instansi pertanahan menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengisi 

kesenjangan penelitian (research gap). Metode kualitatif deskriptif dipilih agar 
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dapat menggali secara mendalam proses implementasi, hambatan, dan strategi 

adaptasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam 

mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengkaji implementasi Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kediri melalui pelaksanaan enam area perubahan yang ditetapkan dalam 

kebijakan pembangunan Zona Integritas. Selain itu, penelitian ini juga 

mengidentifikasi  faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 

mempengaruhi implementasi pembangunan Zona Integritas dalam upaya 

meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).Adapun manfaat dari 

penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua aspek. Pertama, secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai 

reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di bidang pertanahan 

yang selama ini masih jarang dikaji secara komprehensif. Kedua, secara praktis, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kediri dan instansi terkait lainnya dalam memperkuat 

implementasi Zona Integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta 

mempercepat pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan 

Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul 

Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri). 

B. Rumusan Masalah 

Pada saat melakukan penelitian, Rumusan masalah hal penting yang 

menggambarkan secara jelas skema penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti. Berdasarkan uraian tersebut peneliti Menyusun rumusan masalah 

dalam hal penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana Implementasi Pembangunan Zona Integritas untuk meraih 

Predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri 

dalam pelaksanaan enam area perubahan yang ditetapkan oleh Kementerian 

PANRB?? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pembangunan Zona Integritas 

dalam rangka meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kediri? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi 

Pembangunan Zona Integritas dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui 

pelaksanaan enam area perubahan yang ditetapkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta 

faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kediri. 

D. Manfaat 

1. Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat memberikan pemahaman 

ilmiah yang lebih mendalam mengenai implementasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Birokrasi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi kantor Pertanahan 

Kabupaten Kediri sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis untuk 

memperkuat pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terutama 

dalam meningkatkan efektivitas program, memperkuat komitmen pegawai, 

serta memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih transparan dan 

akuntabel. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembangunan Zona 

Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah dilaksanakan 

melalui enam area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan 

Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan analisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi tersebut 

didukung oleh aspek komunikasi yang berjalan secara efektif melalui 

koordinasi dan penyampaian informasi yang konsisten, aspek sumber 

daya yang didukung oleh kompetensi aparatur, sarana prasarana, dan 

pemanfaatan teknologi informasi, aspek disposisi yang ditunjukkan 

melalui komitmen pimpinan dan aparatur dalam mewujudkan budaya 

integritas, serta aspek struktur birokrasi yang tercermin dari pembagian 

tugas, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan koordinasi 

antarkelompok kerja. Keempat aspek tersebut saling mendukung 

sehingga implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan baik, meskipun 

masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek untuk 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi 

secara berkelanjutan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung 

implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kediri, yaitu kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat 

terhadap reformasi birokrasi, komunikasi dan koordinasi yang efektif 

antarunit kerja, budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas dan 

profesionalisme, kompetensi aparatur yang didukung melalui 

pembinaan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dalam 

mendukung pelayanan dan pengawasan, kejelasan pembagian tugas 
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melalui kelompok kerja (Pokja), serta pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi secara berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi 

terhadap terciptanya tata kelola organisasi yang lebih efektif, akuntabel, 

dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang 

menghambat implementasi pembangunan Zona Integritas, yaitu 

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dinamika 

mutasi dan penyesuaian sumber daya manusia, perubahan regulasi yang 

memerlukan proses adaptasi, kendala pada sistem teknologi informasi, 

tingginya tuntutan pemenuhan indikator penilaian Zona Integritas, serta 

perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai 

inovasi pelayanan. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut 

terus diupayakan penyelesaiannya melalui penguatan koordinasi, 

peningkatan kapasitas aparatur, evaluasi secara berkelanjutan, serta 

penyempurnaan sistem pelayanan guna mendukung keberhasilan 

pembangunan Zona Integritas. 

B. Saran 

Setelah dilakukannya penelitian mengenai Implementasi 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kediri, terdapat beberapa saran sebagai berikut :   

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri perlu terus melakukan penguatan 

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Upaya tersebut dapat 

diwujudkan melalui penataan dan pengembangan fasilitas pelayanan 

yang masih memerlukan penyempurnaan, seperti area parkir, ruang 

arsip atau ruang warkah, ruang tunggu pelayanan, serta fasilitas bagi 

kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai diharapkan mampu mendukung peningkatan 

kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pencapaian indikator 

pembangunan Zona Integritas. 

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri perlu terus melakukan penguatan 

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan 
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kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Upaya tersebut dapat 

diwujudkan melalui penataan dan pengembangan fasilitas pelayanan 

yang masih memerlukan penyempurnaan, seperti area parkir pegawai, 

ruang arsip atau ruang warkah , ruang tunggu pelayanan, serta fasilitas 

bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana 

dan prasarana yang memadai diharapkan mampu mendukung 

peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat 

pencapaian indikator pembangunan Zona Integritas. 

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri perlu terus mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi dengan meningkatkan keandalan 

sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan 

pertanahan. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan gangguan 

sistem yang berpotensi menghambat pelayanan serta mendukung 

terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

4. Sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri disarankan untuk melaksanakan 

kegiatan studi tiru (benchmarking) ke unit kerja yang telah berhasil 

memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi maupun Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani, serta ke instansi pelayanan publik yang 

memiliki praktik pelayanan terbaik. Melalui kegiatan tersebut, 

organisasi dapat memperoleh referensi, pengalaman, serta inovasi yang 

dapat diadaptasi untuk memperkuat tata kelola organisasi, sistem 

pengawasan, dan kualitas pelayanan publik dalam mendukung 

pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. 
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